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SINOPSIS MATA KULIAH

Mata kuliah ini menjadi mata kuliah penting di semua jurusan pada Fakultas Syari‘ah, karena pada
mata kuliah ini kepada mahasiswa diperkenalkan bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan
Pengadilan Agama di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga perkembangan terakhir,
termasuk perubahan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, akan diperkenalkan juga
tentang dasar hukum, susunan, kompetensi absolute dan relatife baik Pengadilan Agama maupun
Mahkamah Syari‘ah di Nanggroe Aceh Darussalam, bagaimana prosedur pengangkatan dan
pemberhentian hakim, syarat-syarat, tugas dan wewenangnya, prosedur berperkara, tahapan-tahapan
beracara dan produk-produk Pengadilan Agama, hubungan antara Pengadilan Agama dengan proses
penerapan Hukum Islam, serta bagaimana posisi, eksistensi dan prosfek Pengadilan Agama di
Indonesia. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus telah lulus mata kuliah Sejarah
Peradilan Islam dan Peradilan di Indonesia (khusus untuk Jurusan Hukum Keluarga).

KOMPETENSI INDIKATOR
Memahami tentang susunan, kekuasaan, prosedur berperkara dan perkembangan Peradilan Agama
sebagai salah satu bagian dalam sistem peradilan di Indonesia.

IINDIKATOR KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami bagaimana metode-metode dalam melakukan kajian terhadap
Pengadilan Agama

2. Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak masa
penjajahan Belanda hingga periode terakhir

3. Mahasiswa mengetahui dasar hukum, susunan dan kekuasaan Pengadilan Agama baik
sebelum maupun sesudah adanya Penyatuatapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung

4. Mahasiswa mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, syarat-
syarat, tugas dan wewenangnya

5. Mahasiswa mengetahui bagaimana prosedur berperkara, tahapan-tahapan beracara dan
produk-produk Pengadilan Agama

6. Mahasiswa mengetahui hubungan antara Pengadilan Agama dengan proses penerapan Hukum
Islam di Indonesia

7. Mahasiswa mengetahui bagaimana posisi, eksistensi dan prosfek Pengadilan Agama di

Indonesia.



TOPIK DAN SUB TOPIK

1.

4+5.

7+8

Pengertian dan Dasar Hukum Pengadilan Agama di Indonesia:
Pengertian Pengadilan dan Peradilan.

Pengadilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Dasar Hukum Pengadilan Agama di Indonesia

Cakupan, Metode, Kegunaan Studi Pengadilan Agama:
Cakupan Peradilan Agama Di Indonesia

Metode Pengkajian PEradilan Agama Di Indonesia.
Kegunaan Studi Peradilan Agama Di Indonesia

Hubungan PADI dengan Bidang-Bidang Lainnya

Hubungan PA Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Pengadilan Agama sebagai salah satu Pranata Hukum

Penerapan Hukum Islam Lewat Jalur Infra Struktur

Penerapan Hukum Islam Lewat Jalur Supra Struktur.

Pengadilan Agama Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang
Maksud dan Sejarah Masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Belanda Terhadap Hukum Islam dan Peradilan Agama (dari Theorie
Receptio in Complexu dan Theorie Receptie):..

Dasar Hukum dan Wewenang PA pada Masa Belanda dan Jepang.
Implikasi Kebijakan pemerintah Belanda Terhadap Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama Pada Masa Orde Lama

Kedudukan PA Pada Masa Awal Kemerdekaan.

Dasar Hukum dan Wewenang PA

Penataan PA Pada Masa Orla

Pengadilan Agama Pada Masa Orde Baru

Penataan PA Pada Masa Orba

Dasar Hukum dan Wewenang PA.

Kedudukan PA Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974
Eksistensi PA Setelah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Pada Masa Orde Reformasi

Penataan PA Pada Masa Reformasi

Dasar Hukum dan Wewenang PA.

Kedudukan PA Dalam UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 1999 dan UU Nomor 4 Tahun
2004.

Eksistensi PA/MS Pasca Penyatuatapan ke MA.

Mahkamah Syari“ah di Nanggoe Aceh Darussalam

MS di NAD Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan.

Peralihan dari PA ke MS.

Dasar Hukum dan Wewenang MS.

Susunan dan Hukum Acara MS.

Prospek Syariat Islam dan MS di NAD.

Pengadilan Agama/MS Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Kedudukan PA/MS Dalam Perundang-Undangan.

PA/MS sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.

PA/MS sebagai Peradilan Khusus.

Susunan Organisasi PA/MS dan Hubungannya dengan MA dan Depag (Sebelum dan Sesudah
Penyatuatapan) :
Susunan dan Organisasi PA/MS



PA/MS sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Hubungan PA/MS Dengan MA dan Depag (Sebelum dan Sesudah Penyatuatapan).
Hakim: Syarat-Syarat, Tugas dan Wewenang serta Pengangkatan dan Pemberhentiannya
Posisi Hakim Dalam Lembaga Peradilan (Jabatan Fungsional).

Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim.

Tugas dan Peran Hakim Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan.

Peranan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim.

10. ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS)

11.. Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
Kekuasaan Mutlak Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
Tempat-Tempat Mengajukan Perkara ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

12,13. Tata Cara Berperkara Pada Badan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah :
Pengertian dan Sumber Hukum Formil PA/MS.
Bentuk, Isi dan Kelengkapan Gugatan/Permohonan
Proses Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Pada PA/MS.
Produk Pengadilan Agama/MS
Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
Upaya Hukum Pada Badan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
Pentingnya Upaya Hukum Terhadap Putusan PA/MS.
Prosedur, Syarat-Syarat dan Waktu Pengajuan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
(PK).
Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu.

14.. Yurisprudensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dan Kontribusinya Bagi
Pembangunan Hukum Nasional :
Pengertian dan Syarat-Syarat Yurisprudensi.
Pentingnya Yurisprudensi Dalam Produk Pengadilan Agama/MS.
Kontribusi Yurisprudensi PA/MS Dalam Pembinaan hukum Nasional
Upaya Pengembangan Hukum Lewat Yurisprudensi

15. Prospek Pengadilan Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 35 Tahun 1999 (Penyatuatapan) &
UU Nomor 4 Tahun 2004 :
Kedudukan dan Eksistensi PA/MS Pada Era Reformasi.
Peluang dan Tantangan PA/MS.
Upaya-Upaya Konkrit Menjadikan PA/MS Sebagai Institusi Terhormat.

16. ULANGAN AKHIR SESMESTER (UAS)
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